
BAB II 

KEWENANGAN PEMDA DALAM PENGAWSAN DAN PENGENDALIAN 

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014, PERATURAN PEMERINTAH 

NOMOR 18 TAHUN 2016, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2013 

A. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah 

Peraturan Daerah adalah salah satu dari peraturan perundang-undangan 

yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah terdiri 

dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan 

Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 

dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan dasar 

kewenangan bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah. 

Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 137 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik meliputi : 

a. kejelasan tujuan  

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 



Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh 

lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan 

yang berwenang karena peraturan perundang-undangan tersebut dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau 

pejabat yang tidak berwenang. 

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan 

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis 

dan hierarki peraturan perundang-undangan. 

d. dapat dilaksanakan 

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di 

dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan 

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang 

benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

f. kejelasan rumusan 

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi 

persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, 

pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah 

dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 

pelaksanaannya. 

g. Keterbukaan 



Bahwa dalam peraturan perundang-undangan mualai dari 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan bersifat transparan dan terbuka. 

Materi muatan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan 

jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan. 

a) Fungsi Perda 

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat Atribusi 

Yang Diatur Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 136, dan juga merupakan fungsi 

delegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Fungsi peraturan daerah ini dirumuskan dalam Pasal 136 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai 

berikut: 

1. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan. 

2. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 

masing-masing daerah. 

3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum. 



4. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini adalah tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. 

b) Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah 

Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan 

sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan 

fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahah Daerah, 

bahwa tugas dan wewenang DPRD antara lain:22 

a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat 

persetujuan bersama; 

b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah; 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan 

peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur. Bupati dan 

Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan 

Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Intemasional didaerah. 

 

B. Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 

1. Pengertian Pemerintah Daerah 

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk 

meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya 

                                                           
22 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,Pusat Studi HukumUII, 

Yogyakarta , 2001, hlm.70 



kesejahteraan  masyarakat  disamping  sebagai  sarana  pendidikan  politik  

ditingkat lokal. 

Suhady menyatakan bahwa23 Pemerintah (government) Ditinjau dari 

pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the 

affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia 

sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan 

masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat 

juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu 

lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara 

bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari 

sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu 

kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. 

Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan 

eksekutif saja. 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan 

daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Negara Tahun 1945. 

                                                           
23 Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah 

yang Bersih dan Berwibawa, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.hm. 43 

 



Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia 

Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan 

hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam 

bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai 

suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu 

melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan 

daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah 

dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 

otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah 

dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. 

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 

merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. 

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya 



pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan 

sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua 

Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk 

khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. 

Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen itu mengatur 

mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, 

dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam 

Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) 

menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  

otonomi  dan  tugas pembantuan.” Selanjutnya,  pada pasal  18  ayat  (5) 

tertulis,  “Pemerintahan daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya  

kecuali  urusan  pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 ayat (6) menyatakan, “Pemerintahan 

daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain 

untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

Seiring dengan prinsip di atas, dan tujuan serta cita-cita yang 

terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi 

daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam 

masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus 

menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah 

lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk 



meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar 

daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus 

mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. 

Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara 

dan tegaknya Negara Kesatua Republik Indonesia dalam rangka 

mewujudkan tujuan negara. 

 

2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan Lalu Lintas 

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi pengawasan atas 

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap 

produk hukum daerah. Pengawasan terhadap Perda dapat berupa evaluasi 

dan klarifikasi. 

Khusus pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi 

peraturan yang terendah dalam hirarki peraturan perundang- undangan 

menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang- undangan, selain itu juga Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota juga paling banyak di Indonesia jika ditinjau dari 

banyaknya Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi peraturan yang mendapat 

perhatian lebih dari Pemerintah Pusat dikarenakan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota yang menjadi peraturan yang langsung dampaknya 

langsung pada masyakat.24 Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

                                                           
24 Ateng Syafrudin, Titik Berat Otonomi Daerah pada Derah Tingkat II dan 

Perkembangannya,Manda Maju, Bandung, 1991, Hlm. 8. 



amatlah bervariatif tergantung dengan iklim daerah dan pemerintahan pada 

kabupaten/kota di Indonesia. Hal itu membuat Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota rentan banyak kesalahan dan bertentangan dengan 

peraturan perundangan yang lebih tinggi. Kenyataan yang terjadi dan 

merupakan sejarah bagi negara Indonesia, banyaknya Perda yang 

dibatalkan. Kemendagri juga mencatat dalam 10 tahun yaitu dari Tahun 

2002 hingga Tahun 2014 jumlah pembatalan Perda berjumlah 710 Peraturan 

Daerah.25 Hal tersebut juga menunjukan masih banyak Perda yang belum 

berkualitas dan bertentangan dengan perundang- undangan yang lebih 

tinggi. 

Pembatalan suatu Perda merupakan akibat dari pengujian terhadap 

Peraturan Daerah. Dalam pembatalan Perda tersebut dilakukan oleh 

lembaga eksekutif atau yudikatif. Lembaga eksekutif dalam hal ini 

Pemerintah sebagaimana dimaksud adalah Pemerintah. Sedangkan lembaga 

yudikatif dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai Konstitusi 

Negara Republik Indonesia. 

Pengujian Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini 

dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri inilah yang dikenal dengan istilah 

executive review. 

Pengertian executive review adalah segala bentuk produk hukum pihak 

eksekutif diuji oleh kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hirarkis. 

                                                           
25 http://www.kemendagri.go.id/basis-data/2014/02/26/katalog-produk-hukum-dari-

tahun-1945-sd-2014-update-februari-2014, Katalog Produk Hukum dari Tahun 1945 s.d 2014. 
Diakses pada hari minggu tanggal 6 agustus 2018 pada pukul 23.00 WIB

 

 



Dalam konteks ini yang diperkenalkan dalam istilah “ control internal ” 

yang dilakukan oleh pihak sendiri terhadap produk yang dikeluarkan baik 

yang berbentuk pengaturan (regeling), maupun Keputusan (beschikking).26 

Dapat dilihat bahwa proses executive review pada Peraturan Daerah 

amatlah penting untuk meningkatkan kualitas Peraturan Daerah karna 

dengan adanya rasa tanggung jawab yang lebih oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang 

berkualiatas agar tidak dibatalkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini 

Pemerintah Pusat. Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mesti 

mendapatkan perhatian yang lebih dalam proses executif review dikarnakan 

dampak Perda tersebut langsung terhadap masyarkat serta banyak dan 

bervariatifnya Perda Kabupaten/Kota cendrung meningkatkan kesalahan 

dalam muatan Perda tersebut. 

Program legislasi daerah (Prolegda) merupakan pedoman pengendali 

penyusunan peraturan daerah yang mengikat lembaga yang berwenang 

yakni pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah untuk 

membentuk peraturan daerah. Untuk itu prolegda dipandang penting untuk 

menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada 

dalam kesatuan sistem hukum nasional. 

Hal ini berarti bahwa idealnya sebelum peraturan daerah hendak 

dirancang sudah terlebih dahulu harus ada rencana pembentukan peraturan 

daerah tersebut dalam prolegda, sehingga angka pembatalan dapat lebih 

                                                           
26 http://khafidsociality.blogspot.com/2012/01/mekanisme-pembatalan-peraturan-

daerah.html.mekanisme pembatalan peraturan derah. diakses pada hari rabu tanggal 10 agustus 

2018 pada pukul 09.30 WIB. 



diminimalisir. Prolegda adalah instrument perencanaan program 

pembentukan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah 

kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 

Secara operasional, prolegda memuat daftar rancangan peraturan daerah 

yang disusun berdasarakan metode dan parameter tertentu sebagai bagian 

integral dari sistem peraturan perundang-undangan.27 

3. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala 

daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, 

dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi 

legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.28 Peraturan daerah 

merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. 

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat 

peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem 

perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan 

tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem 

perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan 

perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan 

                                                           
27 Ade Suraeni, 2010, Proses Penyusunan Program Legislasi Daerah (makalah), 

disampaikan pada diklat legal drafting badan pendidikan dan pelatihan 
28 Maria Farida Indrati S 2007. Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. Yokyakarta: Kanisius. 

hlm. 202 



perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan 

umum.29 

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan 

masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan 

peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-

undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, 

menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan 

budaya.
3
Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah 

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.
4
 Jadi peraturan daerah 

merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur 

daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan 

wewenang (delegasi) dari peraturan. 

C. Profil Peraturan Daerah 

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat 

dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah 

harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya 

antara lain, memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi 

manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.30 
Kemudian menurut Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

                                                           
29 Bagir Manan. 1995. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang undangan 

Tingkat Daerah. Bandung: LPPM Universitas Bandung. hlm. 8 
30 Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan 

Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. hlm 131 



undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala 

Daerah.31 Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan 

(atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat 

dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.  

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD 

dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada 

kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian 

rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling 

lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan 

rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan oleh 

kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling 

lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut. 

Proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada hakikatnya 

mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan 

rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena 

memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap 

pembahasan rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, 

sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, 

maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting. Persetujuan bersama 

menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan 

daerah. 

                                                           
31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Pasal I ayat (7). 



Perturan daerah yang telah disahkan harus diundangkan dengan 

menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah 

dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan 

daerah yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah 

harus didaftarkan kepada pemerintah untuk perda provinsi dan kepada 

Gubernur untuk Perda Kabupaten/ Kota. Pengundangan perda yang telah 

disahkan dalam lembaran daerah merupakan tugas administratif pemerintah 

daerah. Pengundangan perda dalam lembaran daerah tersebut menandai perda 

yang telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk 

melaksanakannya. 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat 

sejumlah peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut biasa disingkat dengan 

istilah perda. Peraturan daerah tersebut bisa mengatur masalah administrasi, 

lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut 

pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat, termasuk urusan 

pengawasan terhadap lalu lintas. Proses penyusunan peraturan daerah melalui 

beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan 

masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah 

masalah-masalah sosial atau publik. 

Pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang 

bermasalah. Misalnya: maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras 

dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu. 



2. Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi 

proporsional dengan keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang retribusi 

pemeriksaan kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil 

sehingga peraturan daerah tersebut harus diganti. Pembuatan suatu 

peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada dasarnya 

hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


